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AT HEALTH CENTERS IN KEEROM DISTRICT PAPUA PROVINCE

Ivonie Carolien*, Achmad Fudholi, Dwi Endarti
DFakultas Farmasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

ABSTRAK

Ketersediaan obat di puskesmas sangat terkait dengan sistem pengelolaan obat yang harus didukung oleh sumber
daya yang cukup dan berkesinambungan. Apalagi dengan pelaksanaan program JKN yang berpotensi meningkatkan
kebutuhan obat di fasilitas kesehatan. Mengetahui gambaran ketersediaan obat pada puskesmas di Kabupaten
Keerom sebelum dan sesudah JKN, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat pada
puskesmas, merumuskan solusi untuk meningkatkan ketersediaan obat pada puskesmas di Kabupaten Keerom.
Metode penelitian adalah deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dokumen obat puskesmas tahun 2012-2015,
terhadap 35 jenis obat indikator, serta wawancara dengan pengelola obat dan kepala puskesmas, pengelola obat IFK
dan kepala dinas kesehatan Kabupaten Keerom. Analisis data dilengkapi dengan gambar dan tabel. Serta uraian
secara naratif. Ketersediaan obat pada puskesmas di Kabupaten Keerom sebelum dan sesudah JKN, adalah sama yaitu
dalam kategori aman, tetapi belum mencukupi kebutuhan puskesmas. Ketersediaan obat dengan DOEN/Fornas dan
pola penyakit belum sesuai standar, masih ditemukan obat rusak dan kadaluarsa di puskesmas, serta adanya
peningkatan waktu kekosongan obat sesudah JKN, faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan obat selama
periode tersebut, antara lain, permintaan belum optimal, distribusi yang tidak cukup dan merata dari IFK, kurangnya
SDM kefarmasian dan dukungan biaya distribusi obat, solusi yang diusulkan adalah peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan bagi pengelola obat puskesmas, perencanaan kebutuhan SDM kefarmasian, pengadaan SIM persediaan
obat, perencanaan obat terpadu dan penyediaan biaya distribusi yang cukup.

Kata kunci: ketersediaan obat, puskesmas, Keerom
ABSTRACT

The availability of medicine in health center is associated with medicine management system and should be
supported by adequate and sustainable resource. The Implementation of National Health Insurance (NHI) program
will increase the need for medicine, to describe the medicine availability at primary health center before and after
NHI, to identify the factors affect the availability, to compile solutions to increase the medicine availability at health
centers in Keerom District. This research method was a descriptive. The data has been gathered based on
observations to primary health center’s document of 2012 to 2015, for 35 indicator medicine, and interview with the
medicine manager and the chief of health center, the manager of pharmacy district and the chief of health office at
Keerom District. The data analysis was presented by charts, tables, and in narrative description. The results were the
availability of medicine at the health centers in Keerom District, before and after NHI program was same, by category
of supply was safe, but insufficient as health center’s need. The medicine availability was not appropriate with
essential medicine list and illness, the expired and defected medicine still be found, and stock out time increased after
NHL In that period, the factors affect were, the demand process has not been optimal, insuffiecient and uneven
distribution, lack of personel and inadequate supporting for drug distribution charges the solution proposed were, to
improve knowledge and skill for medicine manager of health center, to plan pharmacist requirements, to set up
medicine management information system, to do the integrated medicine planning and to provide the enough cost of
distribution.

Keywords: medicine, primary health centers, Keerom

PENDAHULUAN

Akses terhadap obat khususnya obat
esensial merupakan hak asasi manusia. Salah
satu faktor penentu akses obat adalah
ketersediaan obat di fasilitas pelayanan
kesehatan. Permasalahan terkait akses obat di
Indonesia, salah satunya adalah belum
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optimalnya pengelolaan obat pada fasilitas
kesehatan di beberapa daerah yang ditandai
dengan tingkat ketersediaan obat yang masih
dibawah 80%, salah satunya di Provinsi Papuas?.

Pengelolaan  obat di  puskesmas
merupakan salah satu indikator —mutu
pelayanan kefarmasian. Menurut, sistem

pengelolaan obat terdiri atas seleksi, pengadaan,
distribusi dan penggunaan obat. Pengelolaan
obat yang baik harus memiliki suatu sistem
yang menjamin ketersediaan obat di unit-unit
kesehatan.  Pengelolaan  obat
dipengaruhi oleh personil/SDM.

pelayanan
fasilitas,
perlengkapan, biaya/harga, administrasi dan
informasi.Ketersediaan obat
jumlah dan jenis yang tepat bukan hanya akan
meningkatkan akses terhadap obat tetapi juga
persepsi
tentang mutu pelayanan kesehatan yang
diterimanya?. Adanya suplaidengan
penyerahan obat berdasarkan kebutuhan
fasilitas meningkatkan

sistem dalam

akan mempengaruhi masyarakat

sistem

kesehatan  akan
ketersediaan obat di puskesmas, yang harus
didukung oleh sumber daya manusia yang
terlatih untuk quantifikasi obat dalam melakukan
permintaan obat!. Sistem distribusi yang efektif
terutama penentuan jadwal distribusi yang
konsisten dari pusat penyimpanan obat ke
puskesmas dapat mengurangi keterlambatan
pengiriman obat ke puskesmas.

Masalah ketersediaan obat juga terjadi
pada puskesmas di
Provinsi Papua. Keluhan beberapa kepala dan
pengelola obat puskesmas tentang stok obat-
obatan tertentu yang mengalami kekosongan
pada waktu-waktu tertentu di puskesmas,

Kabupaten Keerom,

antara lain disebabkan karena tidak tersedianya
obat yang sama di instalasi farmasi kabupaten
dan keterlambatan pengambilan/ pengiriman
obat dari instalasi farmasi kabupaten oleh
puskesmas yang juga disebabkan karena faktor
lokasi geografi puskesmas yang sulit dijangkau,
serta keterbatasan trasnportasi.Program jaminan
kesehatan nasional yang mulai diberlakukan
pada 1 Januari 2014 memiliki potensi untuk
meningkatkan kebutuhan akan obat, karena

adanya perubahan regulasi dalam sistem suplai
obat pemerintah, dimana pengadaan obat harus
dilakukan
menggunakan e-katalog. Selain itu puskesmas

secara  e-purchasing  dengan
juga memiliki kewenangan untuk mengadakan
obat secara mandiri dengan menggunakan
biaya kapitasi. Hal ini tentunya harus didukung
oleh ketersediaan sumber daya manusia yang
berkompeten dalam jumlah yang cukup di
puskesmas®. Sehingga perlu
mengevaluasi  ketersediaan  obat  pada
puskesmas sebelum dan sesudah JKN, serta
mengidentifikasi

untuk

faktor-faktor yang

mempengaruhi  ketersediaan  obat  pada
puskesmas, sehingga  diharapkan dapat
memberikan solusi untuk meningkatkan

ketersediaan obat pada puskesmas khususnya
di Kabupaten Keerom.

METODE

Penelitian ini merupakan observasi
deskriptif, melalui penelusuran dokumen dan
wawancara mendalam pada enam Puskesmas di
Kabupaten Keerom yang dipilih berdasarkan
jumlah kunjungan, keterwakilan wilayah dan
mulai beroperasi tahun 2012.

Bahan adalah data
kuantitatif bersumber dari lembar pemakaian
permintaan obat puskesmas
(LPLPO) dan pencatatan obat lainnya tahun
2012-2015 yang dibandingkan dengan standar
yaitu untuk
ketersediaan obat dan waktu kekosongan obat
dilakukan terhadap 35 obat yang digunakan
untuk 10 penyakit terbanyak, untuk indikator
kesesuaian obat dengan DOEN/Fornas, pola

penelitian  ini

dan lembar

pengelolaan  obat, indikator

penyakit, serta persentase obat kadaluarsa dan
obat rusak terhadap jumlah obat yang tersedia
di puskesmas. Standar kesesuaian obat dengan
DOEN/Fornas dan pola penyakit adalah 100%
dan 0% untuk obat kadaluarsa dan obat rusak?,
dan untuk tingkat ketersediaan obat aman jika
persediaan 12-18 bulan, kosong jika kurang dari
1 bulan, berlebih jika lebih dari 18 bulan?
tingkat  kecukupan  90%, serta  waktu
kekosongan obat 10 hari”.
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Tabel Ia. Tingkat Ketersediaan dan Kecukupan Obat di Puskesmas

Puskesmas Rata-rata
Tahun - . - -
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi +SD
2012 Kosong 0 0 2 2 1 0
Kurang 10 15 8 5 13 7
Aman 22 20 24 25 18 24
Berlebih 2 0 1 3 3 4
Tingkat
Ketersediaan 13,3+3,6 11,3+23 12,6+8 13,1+54 121+50 17,4+18,0 13,3+2,1
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan 71,4 57,1 71,4 77,1 60,6 80,0 69,6 +9,0
+SD (%)
2013 Kosong 0 0 1 2 1 0
Kurang 6 11 11 10
Aman 26 24 23 19 26 18
Berlebih 3 0 8 3 2 7
Tingkat
Ketersediaan 13,5+4,5 122+29 16,7+94 157228 133+75 154+13,7 14,5+1,7
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan 83,0 68,6 88,6 65,7 80,0 71,4 76,2 +8,9
+SD (%)
Sebelum Kosong 0 0 2 2 1 0
JKN Kurang 8 13 6 8 10 9
Aman 24 22 24 22 22 21
Berlebih 3 0 5 3 3 6
Tingkat
Ketersediaan 13,4 + 11,8 + 14,7 + 14,4 + 12,7 + 16,4 + 13,9 1,6
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan 77,2 62,9 80,0 71,4 70,3 75,7 72,9 +6,1
+SD (%)
2014 Kosong 0 0 2 1 0 0
Kurang 8 11 2 7 7 10
Aman 26 24 23 23 24 24
Berlebih 1 0 6 4 4 4
Tingkat 207+
Ketersediaan 12,5+4,0 11,7+3,3 16,8+20,3 181+29,5 T 124+40 15,4 +3,7
35,6
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan 77,1 68,6 82,9 77,1 80,0 71,4 76,2 +5,3
+ SD (%)

Keterangan : Kategori ketersediaan obat. Kosong, jika < 1 bulan, Kurang, jika <12 bulan, Aman jika diantara 12-
18 bulan, Berlebih jika > 18 bulan, SD = Standar Deviasi
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Tabel Ib. Tingkat Ketersediaan dan Kecukupan Obat di Puskesmas

Tahun Puskesmas Rata-rata
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi *SD
2015 Kosong 1 0 3 0 0 0
Kurang 11 14 6 13 8 15
Aman 21 21 22 19 26 18
Berlebih 2 0 4 3 1 2
Tingkat
Ketersediaan 12,3+4,9 11,0+33 125+70 20,2+34,1 148+15 14,1+19,1 142 +33
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan 65,7 60 714 62,9 77,1 57,1 65,7 +7,4
+SD (%)
Sesudah Kosong 1 0 3 1 0 0
JKN Kurang 10 13 4 10 8 13
Aman 24 23 23 21 25 21
Berlebih 2 0 5 4 3 2
Tingkat
Ketersediaan 12,4 + 11,4 14,7 + 19,2 + 17,7 £ 13,3 + 14,8 £3,1
+ SD (bulan)
Tingkat
Kecukupan + 714 64,3 77,2 70,0 78,6 64,3 709 +6,1
SD (%)

Keterangan : Kategori ketersediaan obat. Kosong, jika < 1 bulan, Kurang, jika < 12 bulan, Aman jika diantara 12-

18 bulan, Berlebih jika > 18 bulan, SD = Standar Deviasi

Data kualitatif untuk faktor-faktor yang
mempengaruhi ketersediaan obat dan solusinya
berupa wawancara denganpengelola obat dan
kepala puskesmas pada 6 puskesmas di
Kabupaten Keerom, pengelola instalasi farmasi
Kesehatan
Kabupaten dilakukan
analisis isi, dibandingkan dengan pedoman
yang sesuai dan selanjutnya disajikan secara

kabupaten dan Kepala Dinas

Keerom, kemudian

naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Ketersediaan obat

Ketersediaan obat di puskesmas sebelum
dan sesudah JKN 2014 adalah aman, dengan
rata-rata tingkat kecukupan obat 72,9+6,1% dan
70,9+6,1%, belum mencapai standar ketersediaan
obat oleh WHO yaitu 90%. Ini berarti bahwa
ketersediaan obat selama periode tersebut tidak
mencukupi kebutuhan puskesmas.

Ketersediaan obat yang tidak merata juga
terlihat adanya puskesmas yang memiliki
ketersediaan obat-obat tertentu yang berlebih

dan kurang, hal diakibatkan karena distribusi
obat yang tidak merata. Penelitian"' di Afrika,
menemukan bahwa distribusi yang tidak merata
diantara kesehatan =~ mengakibatkan
kelangkaan di beberapa tempat. Ini berarti

pusat

bahwa obat yang tersedia di puskesmas belum
sesuai dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
Puskesmas Arso Tiga dengan tingkat
ketersediaan obat terendah diantara puskesmas
lainnya padahal puskesmas ini memiliki jumlah
kunjungan rawat jalan terbanyak, adalah bukti
bahwa ketersediaan obat belum sesuai dengan
kebutuhan. Hal tidak  sesuai dengan
penelitian sebelumnya di Ghana'é, bahwa pusat
kesehatan dengan jumlah kunjungan rawat jalan

ini

pasien yang meningkat memiliki tingkat
persediaaan yang lebih tinggi dari pusat
kesehatan lainnya yang pemakaian obatnya

kurang.

Kesesuaian obat dengan DOEN/Fornas
sebelum dan sesudah JKN yaitu 79+0,8% dan
80+2,1% (Tabel II), belum mencapai standar
yang ditetapkan diakibatkan karena masih
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Tabel II Kesesuaian Obat dengan DOEN/Fornas di Puskesmas

Tahun Puskesmas Rata-rata £ SD
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi
2012 77% 79% 78% 80% 80%  76% 78 +4,5%
2013 80% 79% 80% 79% 79%  79% 79+0,5%
Sebelum JKN 79% 79% 79% 80% 80%  78% 79 £0,8%
2014 82% 78% 80% 79% 82%  79% 80+1,6%
2015 83% 78% 75% 83% 79%  77% 79 +£3,2%
Sesudah JKN 83% 78% 78% 81% 81% 78% 80+2,1%

SD = Standar Deviasi

Tabel III Kesesuaian Obat dengan Pola Penyakit di Puskesmas

Tahun Puskesmas Rata-rata + SD
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi
2012 93% 97% 95% 92% 90%  93% 93 +2,4%
2013 92% 97% 95% 90% 93%  90% 93 £2,7%
Sebelum JKN 93% 97% 95% 91% 92%  92% 93 +2,3%
2014 88% 95% 88% 92% 93%  83% 90 +4,3%
2015 88% 95% 85% 92% 93%  81% 89 £5,3%
Sesudah JKN 88% 95% 87% 92% 93%  82% 89 +4,8%

SD = Standar Deviasi

tersedianya obat-obat yang termasuk dalam
DOEN 2008 dan belum habis digunakan, juga
karena perubahan standar pengobatan di
puskesmas. Hal ini sesuai dengan penelitian
sebelumnya pada puskesmas di Kota Jayapura,
yang ditemukan adanya obat-obat yang tidak
termasuk DOEN yang terus diadakan dan
tersedia karena dianggap cukup penting dan
sangat dibutuhkan di puskesmas?. Belum
sesuainya obat yang tersedia dengan DOEN
optimal seleksi dan
perencanaan obat  yang dilakukan. Proses
seleksi obat untuk puskesmas harus sesuai
dengan pola penyakit dan mengacu pada daftar

menandakan belum

obat esensial nasional karena obat yang masuk
dalam DOEN telah mempertimbangkan faktor
drug of choice, analisis biaya manfaat dan
didukung dengan data kimia®.

Demikian pula dengan kesesuaian obat
dengan pola penyakit 93+2,3% dan 89+4,8%

(Tabel III), yang masih dibawah standar
diakibatkan kurangnya data yang akurat untuk
perencanaan obat puskesmas di tingkat
kabupaten.

Masih ditemukan obat kadaluarsa pada
sebelum dan sesudah JKN dengan persentase
8,4+3% dan 7,0+2,2% dengan nilai total adalah

Rp.134.632.836,-. Puskesmas Arso Timur
memiliki persentase obat kadaluarsa tertinggi
karena pencatatannya juga meliputi obat

kadaluarsa hingga ke pustu di wilayahnya.
Obat-obat yang kadaluarsa di puskesmas
selama periode tersebut, yang terbanyak adalah
jenis obat injeksi yang jarang penggunaannya di
puskesmas. Hasil ini sama dengan penelitian
yang dilakukan di Kota Jayapura? yang
menemukan bahwa jenis obat kadaluarsa yang
terbanyak di puskesmas adalah obat injeksi.
Adanya obat rusak pada sebelum JKN
0,3+0,05% dan 0,7+1,26% sesudah JKN, dengan
nilai total Rp. 2.326.988,- disebabkan karena
ruang penyimpanan di beberapa puskesmas
belum memenuhi standar penyimpanan obat
yaitu kurangnya sirkulasi udara (Puskesmas
Arso Barat) serta karena bencana banjir di tahun
sebelumnya (Puskesmas Arso Kota
Puskesmas Waris). Obat kadaluarsa/rusak di
mencerminkan ketidaktepatan

dan

puskesmas
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Tabel IV. Persentase Obat Kadaluarsa di Puskesmas

Tahun Puskesmas Rata-rata £ SD
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi

2012 6,7% 5,4% 5,4% 10,9% 56% 4,4% 6,4+2,3%
2013 6,0% 6,1% 5,8% 15,7% 15,0% 13,3% 10,3 +4,8%
Sebelum JKN 6,4% 5,8% 5,6% 13,3% 10,3%  8,9% 8,4+3%
2014 9,2% 7,9% 5,8% 18,9% 6,9% 16,1% 10,8 +5,4%
2015 2,3% 2,8% 5,8% 2,4% 44%  1,7% 3,2+54%
Sesudah JKN 5,8% 5,4% 5,8% 10,7% 57%  89% 7,0+2,2%

SD = Standar Deviasi

Tabel V. Prosentase Obat Rusak di Puskesmas

Tahun Puskesmas Rata-rata + SD
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi

2012 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

2013 0% 0% 0% 2,5% 08% 0% 0,6+1%

Sebelum JKN 0% 0% 0% 1,3% 04% 0% 0,3 +0,05%

2014 0% 0% 0,8% 3,1% 0% 0% 0,7+1,2%

2015 0,8% 0% 0% 3,1% 0% 0% 0,7+1,2%

Sesudah JKN 0,4% 0% 0,4% 3,2% 0% 0% 0,7+1,26%

SD = Standar Deviasi

permintaan, kurang baiknya sistem distribusi
dan kurangnya pengamatan mutu dalam
penyimpanan obat*.

Waktu kekosongan obat yang terjadi
10,8+0,03% dan 13,5+0,02% dengan rata-rata
jumlah hari kekosongan adalah 39+19 hari per
tahunnya tiap obat sebelum JKN dan sesudah
JKN 50+13 hari per tahunnya, belum sesuai
dengan standar WHO yaitu 10 hari (Tabel VI
dan Tabel VII). Persentase rata-rata waktu
kekosongan obat indikator menggambarkan
bahwa kapasitas sistem pengadaan obat tidak
dapat memenuhi kebutuhan puskesmas selama
365 hari®.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan
obat

Permintaan obat yang telah dilakukan
telah sesuai standar yaitu sesuai jadwal yang
disusun berdasarkan kesepakatan puskesmas
dan instalasi farmasi, tetapi pelaksanaannya
belum optimal karena masih ada keterlambatan
penyampaian pelaporan obat ke IFK, selain itu
kurangnya ketrampilan pengelola obat dalam
menghitung  kebutuhan  obat  sehingga
mempengaruhi persediaan obat di puskesmas.

Hal ini disebabkan karena kurangnya pelatihan
obat yang diikuti Penelitinan'® menemukan
bahwa tingkat ketersediaan obat yang aman
pada fasilitas kesehatan disebabkan karena
pengelola obatnya telah dilatih.

Distribusi obat di Kabupaten Keerom
sudah sesuai pull system yaitu berdasarkan
permintaan puskesmas, tetapi masih belum
merata dan tidak mencukupi kebutuhan
puskesmas diakibatkan tidak
tersedianya obat dalam jumlah yang cukup di
IFK, karena belum pernah dilakukan
perencanaan obat terpadu yang melibatkan

karena

puskesmas, selain itu belum adanya sistem
informasi
puskesmas dan IFK mengakibatkan sulitnya
secara

manajemen persediaan obat di

untuk memantau persediaan obat
keseluruhan di puskesmas. Kekosongan® obat
pada fasilitas dan distrik berhubungan dengan
perencanaan obat, karena dalam prosesnya
memerlukan proyeksi kebutuhan yang akurat.
Cara distribusi  obat, puskesmas
mengambil menggunakan pusling.
Distribusi yang menggunakan transport pusling
tidak sesuai dengan fungsinya karena akan

yaitu
sendiri

mengakibatkan ketergantungan yang akan
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Tabel VI. Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat Indikator di Puskesmas

Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat = SD (hari)

Tahun Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi Rata-rata £ SD
2012 20+35 41 + 60 53 +95 32+77 57+92 31+61 39+23
2013 17 +47 38 +70 39 + 86 43 £ 82 54+93 47 +69 40+17
Sebelum JKN 19 +42 40 + 65 46 +91 38 + 80 56+91 3966 39+19
2014 35+ 69 38 +77 41 £ 96 36 + 80 27 +63 38+64 36+13
2015 73 +99 59 +91 73 +119 56 + 81 43+71 76100 63 +17
Sesudah JKN 54 + 87 49 + 85 57 +107 46 + 81 35+67 57+86 50+13

SD = Standar Deviasi

Tabel VII. Rata-Rata Waktu Kekosongan Obat di Puskesmas

Presentase waktu kekosongan obat di Puskesmas

Persentase Rata-rata

Tahun . - - -
Arso Kota Arso Tiga Arso Barat Arso Timur Waris Senggi +SD

2012 5,5% 11,2% 14,5% 8,8% 15,5% 8,6% 10,7+0,03%
2013 4,8% 10,5% 10,5% 11,7% 14,6% 12,9% 10,8+0,03%
Sebelum JKN 5,2% 10,9% 12,5% 10,3% 15,1% 10,8% 10,8+0,03%
2014 9,5% 10,7% 11,7% 9,8% 7,1% 10,5% 9,8+0,01%
2015 19,9% 16,2% 19,8% 15,3% 11,7% 20,8% 17,3+0,04%
Sesudah JKN 14,7% 13,5% 15,4% 12,6% 94% 157% 13,5+0,02%

SD = Standar Deviasi

menyebabkan keterlambatan penerimaan obat
di puskesmas sehingga memperpanjang waktu
tunggu dan kosong obat di puskesmas,
terutama bagi puskesmas yang jaraknya cukup
jauh dari IFK dan akibat sarana transportasi
umum terbatas dan mahal.

Administrasi ~ puskesmas  termasuk
pencatatan belum dilakukan dengan optimal
karena beban kerja pengelola obat di puskesmas
yang juga bertugas sebagai pengelola obat
apotek di puskesmas, selain itu SPO sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas di
puskesmas tidak ada. Hal ini akan
mempengaruhi keakuratan data persediaan
sehingga dapat menyebabkan kurangnya

kebutuhan obat yang harus direncanakan di
tahun berikutnya. Hal ini juga disebabkan
kurangnya jumlah tenaga kefarmasian yang
tersedia di puskesmas.

Pengelola obat di yang
bukan apoteker mengakibatkan terbatasnya
kewenangan pengelola obat yaitu hanya boleh
meracik dan menyerahkan obat ke pasien

puskesmas

sehingga tidak dapat mengelola (mengadakan)
obat dengan mandiri setelah impelementasi
JKN. Kurangnya pelatihan obat menjadi faktor
pendukung kurang trampilnya pengelola obat
puskesmas dalam menghitung kebutuhan obat.
Menurut standar kefarmasian, untuk kebutuhan
menghitung beban kerja pelayanan kefarmasian
di puskesmas yaitu 1 apoteker : 50 pasien per
harinya®.

Dana JKN di puskesmas atau biaya
kapitasi telah digunakan untuk membeli obat
tertentu dalam jumlah yang terbatas dan tidak
kontinyu. biaya kapitasi setiap
puskesmas tidak sama, selain itu adanya biaya
transportasi sebagai biaya tambahan untuk
membeli obat ke daerah perkotaan diakibatkan
karena tidak tersediannya sarana distributor
obat (PBF) di Kabupaten Keerom. Dana tersebut
lebih sering digunakan untuk membeli bahan
habis pakai yang tidak disediakan IFK dalam
jumlah yang cukup. Sedangkan untuk obat,
puskesmas harus berkordinasi terlebih dahulu
dengan IFK agar tidak terjadi tumpang tindih

karena
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anggaran untuk obat yang sama jika obat
dimaksud tersedia di IFK. Alokasi dana JKN
untuk obat yang dianggarkan sesuai Peraturan
Bupati Keerom no.32 tahun 2014 adalah 10%
dari dana operasional JKN, dan obat-obat yang
dibeli dengan dana Puskesmas rata-rata tidak
dilaporkan dalam LPLPO. Untuk dana
distribusi obat, tidak
mengganggarkannya

semua puskesmas
karena  tidak ada
sebagai
ketetapan, hanya diserahkan kebijakan karena
selama ini puskesmas selalu yang mengambil

obat ke IFK. Sehingga masih ada puskesmas

rekomendasi tertulis dari dinas

yang belum menganggarkannya. Kurangnya
dukungan biaya transportasi dan distribusi obat
mengakibatkan rendahnya tingkat ketersediaan®
obat di North Kordufan-Sudan.

Solusi yang untuk meningkatkan ketersediaan
obat

Peningkatan ketrampilan pengelola obat
terutama dalam menghitung kebutuhan obat
puskesmas diperlukan, hal ini dapat dilakukan
melalui metode off the job trainingkarena metode
ini telah dibuktikan efektif meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan pengelola obat di
Kabupaten Aceh Selatan! atau Monitoring-
Training_planning (MTP) karena terbukti lebih
efektif meningkatkan pengetahuan pengelola
obat dan ketrampilan pengelola obat dalam
perencanaan dan distribusi obat, serta efisien
untuk menghemat biayadibandingkan kegiatan
supervisi pada
Kolaka.

Perencanaan  obat
melibatkan puskesmas dapat mempengaruhi

Puskesmas di Kabupaten

terpadu  yang

tingkat ketersediaan obat karena ada koordinasi
usulan dan ketepatan data dalam perencanaan,
seperti yang terjadi di Kabupaten Bangka
Barat'.

Pengadaan sistem monitoring manajemen
persediaan yang terintegrasi antara puskesmas
dan IFK karena karena berpotensi memelihara
tingkat persediaan obat di puskesmas dalam
jumlah  yang  aman.
manajemen merupakan metode informal yang
menyediakan informasi akurat dan tepat waktu

Sistem  informasi

sangat diperlukan untuk mempermudah
pengambilan  keputusan dan = membuat
organisasi dapat melakukan fungsi

perencanaan, dan pengendalian secara efektif?s.

Perencanaan kebutuhan SDM  sesuai
beban kerja kefarmasian puskesmas diperlukan
agar dapat melaksanakan pengelolaan obat
sesuai kompetensi untuk
melaksanakan program JKN dengan lebih
optimal. Penyediaan biaya distribusi diperlukan
dari dinas kesehatan untuk puskesmas sesuai
dengan tugas dan fungsi dinas kesehatan
kabupaten’, yaitu bertanggung jawab dalam
menyediakan dan mengelola obat ke puskesmas
dan jaringannya, atas dasar itu dinas perlu

Kkhususnya

menganggarkan alokasi obat yang cukup ke
puskesmas dan pustu, namun jika tidak
dimungkinkan sampai ke pustu, maka dinas
puskesmas untuk
penganggarannya yang dibuat dalam surat
keputusan resmi.

harus menetapkan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat
disimpulkan bahwa, ketersediaan obat pada
puskesmas di Kabupaten Keerom sebelum dan
sesudah JKN, adalah sama yaitu dalam kategori
aman, tetapi belum mencukupi kebutuhan
puskesmas.  Ketersediaan  obat  dengan
DOEN/Fornas dan pola penyakit belum sesuai
standar, masih ditemukan obat rusak dan
kadaluarsa di puskesmas, serta adanya
peningkatan waktu kekosongan obat sesudah
JKN. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu
permintaan belum optimal, distribusi obat yang
tidak cukup dan tidak merata dari IFK,
kurangnya sumber daya kefarmasian dan
dukungan biaya distribusi obat, sehingga masih
diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan
untuk meningkatkan ketersediaan obat di
puskesmas, antara lain, dengan meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan bagi pengelola
obat puskesmas, perencanaan kebutuhan SDM
kefarmasian, pengadaan sistem informasi
manajemen persediaan obat, perencanaan obat
terpadu dan penyediaan biaya distribusi yang

cukup.
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